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RINGKASAN

Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo; Adek Wahyu Purnomo; 2014: halaman; Program Studi

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilakukan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo selama satu bulan dengan kegiatan untuk membantu proses

administrasi perpajakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. Tujuan Praktek

Kerja Nyata (PKN) adalah untuk memahami, mengetahui dan mendapatkan

pengalaman kerja secara nyata mengenai Mekanisme Penghitungan, Pemungutan,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. Data-data dalam laporan

menggunakan metode observasi, studi pustaka, dan dokumentasi berupa transaksi

pada bulan Juni 2013.

Dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo menggunakan self assessment system yaitu

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.

Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo menjelaskan mengenai proses administrasi perpajakan Pajak Penghasilan

Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi. Namun, dalam Mekanisme Penghitungan,

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian

Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo masih terdapat beberapa

kendala yang dihadapi penulis seperti bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten
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Situbondo yang masih belum paham mengenai mekanisme administrasi Pajak

Penghasilan Pasal 22 karena pengangkatan beliau sebagai bendaharawan terbilang

baru.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 606/UN25.1.2/SP/2014, Program

Diploma III Perpajakan, Jurusan llmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Jember.



ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang

berjudul “Mekanisme Pengenaan PNBP atas Pendaftaran Hak Tanggungan dan

Roya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo”. Laporan Praktek Kerja Nyata

(PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli

Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari

bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih

kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Jember;

2. Drs. Himawan Bayu Patriadi ,MA.,Ph.D., selaku Pembantu Dekan Bidang

Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

3. Dr. Edi Wahyudi, S.Sos, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

4. Drs. H. Sugeng Iswono, MA., Selaku ketua Program Studi Diploma Tiga (D3)

Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;

5. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek

Kerja Nyata;

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan dilingkungan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik serta Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

dan Perpustakaan Pusat;

8. Ali Mas’od, SH,. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo;



x

9. Slamet Santoso, selaku Bendahara Pengeluaran Lama Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo;

10. Bapak Hasan, dan segenap karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;

11. Ibunda Purwani Sri Lestari dan Ayahanda Moch. Kholil, yang selalu

memberikan dorongan, doa, motivasi dan semangat demi terselesaikannya

Laporan Praktek Kerja Nyata ini;

12. Budeku Sumiati, Kasiati dan Sumiarsih, yang tidak lupa selalu menasehati demi

terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini;

13. Nenekku Ibu Hatidjah, yang selalu memberikan semangat serta motivasi;

14. Sahabatku anak xubal Agus, Andi, Bima, Kuntet, Dedi, Bayu, Rio, Romla, Gita,

Fajar, Mbak Indah, yang telah memberikan semangat dan bantuannya selama

ini;

15. Temanku Ndul Fusi, Ndud Eliana, Maya, Radita, Ony, Laely, Okta, Avie, Noki,

Yoga, Marvel, As’ad, Faiz terimakasih atas segala bantuannya;

16. Teman Diploma III Perpajakan yang telah menjadi rekan kuliah ku, terima kasih

atas motivasi, canda, dan bantuannya;

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih telah

memberikan semangat dan dukungannya.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan, tanpa bantuan

dan dukungan penulis tidak akan mampu menyelesaikan Laporan Praktek Kerja

Nyata ini, penulis berharap Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi

para pembaca.

Jember, Penulis



1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang setiap tahun

berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor

guna meningkatkan pembangunan di segala bidang.

Perpajakan merupakan sektor paling menghasilkan dalam upaya peningkatan

pendapatan negara. Melalui perpajakan, Indonesia lebih dapat memenuhi pendanaan

untuk pembangunan nasional dan pendanaan untuk sektor lainnya.

Pembangunan nasional yang membutuhkan dana yang tidak kecil

memerlukan usaha peningkatan di sektor pajak yang bertujuan untuk membiayai

rumah tangga negara. Cara yang tepat digunakan pada sektor pajak khusunya adalah

sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak

untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya pada

kas negara yang disebut self assessment system.

Proses menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang

dibutuhkan beberapa contoh penerapannya. Salah satu contoh yang digunakan

penulis dalam penerapan perpajakan adalah pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo merupakan subjek pajak dalam

negeri yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemungut pajak

dalam rangkaian transaksinya dengan beberapa instansi ataupun rekanan.

Penunjukan tersebut telah berdasarkan hak yang diberikan oleh KPP kepada Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN).

Untuk mengetahui administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo, penulis harus masuk ke dalam lingkungan

instansi tersebut. Program dalam rangka memperoleh perijinan  untuk masuk ke

dalam lingkungan instansi tersebut adalah Praktek Kerja Nyata (PKN) yang

diperoleh dari perjanjian antara pihak kampus dengan Kantor Pertanahan Kabupaten
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Situbondo sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penulis

sekaligus melaksanakan PKN yang merupakan salah satu program mata kuliah yang

tercantum dalam kurikulum Universitas Negeri Jember (UNEJ). Program tersebut

merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa UNEJ. PKN ini juga

merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar mengajar

berdasarkan pengalaman di luar perkuliahan dan praktek di dalam kampus.

Pajak yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tabel 1.1: Pajak yang dibayar Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo pada Bulan Juni

2013

Transaksi Jumlah Transaksi
Pajak Penghasilan

Pasal 22 terutang

Pengadaan Blangko Daftar Isian 107

A, UD “Kurnia Abadi” Situbondo
Rp. 9.800.000,- Rp. 133.636

Pembelian Konsumsi penyuluhan

legalisasi asset/prona TA 2013

sebanyak 2900 @Rp.4500,-

Rp. 13.050.000,- Rp. 177.955

Pengadaan alat tulis berupa kertas

HVS 80 gram dan lain-lain dari

kegiatan Pemeriksaan Tanah Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo

kepada CV “Karyaka Pertiwi”

Rp. 32.625.698,- Rp. 444.896

Total Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2013 Rp. 756.487

Sumber: Buku Pembantu Pajak Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo Tahun

2013.(dapat dilihat di Lampiran 20)
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Penulis disini mengambil PKN di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

sebagai tempat PKN karena objek pajak yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten

Jember tidak sedikit dan juga berdasarkan pada kedekatan materi pekerjaan dengan

materi kuliah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo merupakan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertanahan yang dalam kegiatan

operasionalnya memerlukan kerja sama dengan pihak lainnya sebagai rekanan.

Salah satu kerja sama Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan rekanan

yaitu kerja sama dengan Toko Victory  dalam hal pembelian konsumsi berupa roti

dan air mineral karena tidak mungkin pihak Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo sendiri turun tangan sehingga membutuhkan adanya kerjasama yang baik

dengan pihak lain, selain menghemat biaya juga agar lebih efisisen.

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program PKN menitik beratkan

pada pembahasan mengenai PPh Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi berupa

makanan. Pelaksanaan PKN ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui

bagaimana proses PPh Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi yang dilakukan Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan perusahaan rekanan.

Pada PKN ini penulis lebih memilih Pajak Penghasilan Pasal 22

dibandingkan dengan pajak lainnya. Karena PPh Pasal 22 dipungut langsung oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan peranan pajaknya juga besar untuk

membantu kas negara.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka mengambil judul “MEKANISME

PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN KONSUMSI PADA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO”
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran,

dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian konsumsi pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo dan apakah telah sesuai dengan ketentuan dan

perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. untuk mengetahui serta memahami Mekanisme Penghitungan, Pemungutan,

Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian konsumsi

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;

b. memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember; dan

c. memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang

telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata antara lain:

a. dapat memperoleh pengalaman mengenai Mekanisme Penghitungan,

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas

pembelian konsumsi dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dunia kerja;

b. sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan

kewajiban di bidang perpajakan; dan

c. memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan

diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi

dalam dunia kerja;
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Pajak

Menurut Soemitro, (dalam Mardiasmo, 2011:1), Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (dapat dilihat

di Lampiran 8)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa

uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara

langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh

Pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran

wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi

secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah

ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administrasi yang

dikenakan kepada wajib pajak.
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2.1.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dapat

dilihat di Lampiran 8)

2.1.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat dikelompokan berdasarkan

golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai.
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b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi

menjadi dua yaitu:

a) Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

d. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari

dalam maupun dari luar Negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak

dalam negeri.
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2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, (2011:7), yaitu:

a. Official Assessment System

Official Assessment System Adalah sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada Pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak

terutang yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada

fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif

3) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak

oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri

besarnya Pajak terutang.

c. Withholding System

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak.
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2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 (empat), yaitu sebagai

berikut:

a. tarif sebanding/proporsional

tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean

akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;

b. tarif tetap

tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap;

Contoh: besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan

nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00;

c. tarif progresif

persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1: Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak (%)

Sampai dengan Rp 50.000.000,00

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00

Di atas Rp 500.000.000,00

5%

15%

25%

30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar

b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
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c) Tarif progresif : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang

Pajak Penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif progresif;

d. tarif degresif

persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan

dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh

Dirjen Pajak. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh

merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek

pajak  tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan dari maupun

dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam sebutan wajib pajak.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak,

serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian

Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak

Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku

sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun

1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No.

17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008. (dapat dilihat di

Lampiran 7)
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2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak Mardiasmo, (2011: 135-137).

Yang menjadi subjek pajak adalah:

1) a) Orang Pribadi

b) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Badan,

terdiri dari:

a) Perseroan terbatas;

b) Perseroan komanditer;

c) Perseroan lainnya;

d) BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun;

e) Firma;

f) Kongsi;

g) Koperasi;

h) Dana pensiunan;

i) Persekutuan;

j) Perkumpulan;

k) Yayasan;

l) Organisasi massa;

m) Organisasi sosial politik;

n) Organisasi lainnya;

o) Lembaga;

p) Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri

(baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi:

a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
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1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka

waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak.

b. Subjek pajak luar negeri

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari

Indonesia.

2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Tabel 2.2: Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri

Wajib Pajak dalam negeri Wajib Pajak luar negeri

a. Dikenakan pajak atas

penghasilan baik yang diterima

atau diperoleh dari Indonesia

dan dari luar Indonesia.

b. Dikenakan pajak berdasarkan

penghasilan neto.

c. Tarif pajak yang digunakan

adalah tarif umum (tarif

Undang-Undang PPh pasal 17).

d. Wajib menyampaikan SPT.

a. Dikenakan pajak hanya atas

penghasilan  yang berasal dari

sumber penghasilan di

Indonesia.

b. Dikenakan pajak berdasarkan

penghasilan bruto.

c. Tarif pajak yang digunakan

adalah tarif sepadan (tarif

Undang-Undang PPh pasal

26).

d. Tidak wajib menyampaikan

SPT
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Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

a. Badan perwakilan negara asing

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing

dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerjapada dan

bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga

negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar

jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan

timbal balik.

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan

dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak

menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari

Indonesia.

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri

keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan

usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Dalam pengertian objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari lur negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk

apapun dalam Mardiasmo (2011:139).

Menurut Mardiasmo (2011:139) yang termasuk dalam objek pajak adalah

sebagai berikut:

a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan

lain dalam Undang-Undang ini;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
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c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan

pengembalian utang;

g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan

asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi;

h. Royalti ;

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. Penerimaan atau perolehan pemabayaran berkala;

k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. Premi asuransi;

o. Iuran yang dterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

pajak;

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s. surplus Bank Indonesia

2.3 Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak

penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah,

sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu

baik pemerintah maupun swasta untuk memungut pajak dari wajib pajak yang
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melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain dan Wajib Pajak

Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. (dapat

dilihat di Lampiran 7)

2.3.2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 adalah:

a. Impor barang;

b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Angggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat

maupun Pemerintah daerah;

c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha

Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja

negara dan atau belanja daerah;

d. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan

usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri, rokok, industri,

industri baja dan industri otomotif;

e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha

Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan

gas;

f. Pembelian bahan-bahan untuk keprluan industri atau ekspor industi dan

eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian,

dan perikanan dari pedagang pengumpul;

g. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.3.3 Penghitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tarif

PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi pada Kantor Pertanahan Situbondo sebagai

berikut:

a. tarif PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi 1,5 % dari harga pembelian.
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b. harga pembelian tersebut tidak termasuk PPN dan bersifat final.

Dari kedua pengertian diatas dapat dijadikan rumus yaitu:

PPh Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian

2.3.4 Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak

penghasilan, pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan bendahara

pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi

atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas

pengadaan barang. Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang adalah:

a. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang

meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp. 1.000.000,00;

b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum,

PDAM, benda-benda pos;

c. Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial oleh KPPN;

Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan

pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah dibiayai

dengan hibah/pinjaman luar negeri.

2.3.5 Penyetoran PPh Pasal 22

Penyetoran oleh bendahara atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas pembelian

barang. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dengan

menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat Setoran

Pajak tersebut yaitu:

a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan;

b. Lembar 2 : untuk KPPN;

c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama;
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d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;

e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

2.3.6 Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran yang telah dilakukan maka

kewajiban dari wajib pajak bendahara sebagai pemungut adalah melakukan

pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal

22 menggunakan SPT masa dan SSP lembar 3. SPT masa tersebut diisi sesuai

dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dilakukan. Batas waktu

pelaporan SPT masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya seteah masa pajak

berakhir. Bila jatuh tempo bertepatan pada hari libur maka pelaporan dapat

dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

2.4 Akuntasi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Meliala (2007:29) Akuntansi adalah proses pengidentifikasi,

pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk

memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh pemakai inormasi

tersebut. Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi pajak adalah suatu proses

pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya

dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan

fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait sebagai dasar pembuatan

SPT.

2.4.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2008:20) untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai

alasan logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas:

1. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat

dinilai;

2. Pedoman pengembangan praktek dan prosedur baru.
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Menurut Waluyo (2008:26) akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu

prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya

terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan

pemerintah.

2.4.3 Tujuan Akuntansi Pajak

Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan

ekonomi yang disebut badan usaha (Business Enterprise), yang hasilnya berupa

“laporan keuangan”.

Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalambentuk keuangan

yang terdiri atas :

a. Laporan pendapatan adalah suatu laporan yang mengiktisirkan pendapatan dan

biaya untuk suatu periode tertentu;

b. Neraca;

c. Laporan perubahan modal;

d. Laporan arus kas.

2.4.4 Karakteristik Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan mempunyai empat karakteristik, yaitu :

1. Wajar, lengkap dan dapat diuji sehingga dapat meyakinkan fiskus. Jika

tidak, fiskus akan menghitung penghasilan neto denga nnorma

penghitungan (tidak diakui adanya kerugian) dan sanksi kenaikan.

2. Jujur dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Kesengajaan atas

ketidak jujuran diancam denda dan pidana penjara.

3. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Tepat waktu. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP badan

adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April tahun berikutnya

untuk pajak Januari s.d Desember.



19

2.4.5 Pencatatan Akuntansi

Bagi perusahaan yang memungut/memotong PPh Pasal 22 ini akan mencatat

sebagai berikut:

Biaya pembelian konsumsi xxx

Kas xxx

(Mencatat pengeluaran untuk pembelian konsumsi)

Kas xxx

Penerimaan PPh pasal 22 xxx

Penerimaan PPN xxx

(Mencatat PPh Pasal 22 dan PPN yang dipungut)
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya Badan Pertanahan Nasional

Bagi rakyat Indonesia tanah merupakan kekayaan yang sangat bermanfaat

bagi kemakmuran Indonesia tetapi selama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda

selama 3,5 abad lamanya tanah di Indonesia dijadikan sumber keresahan dan

penindasan bagi kolonial Belanda, pihak penjajah mengeruk keuntungan dari

bumi Indonesia semata-mata memenuhi nafsu dagang mereka. Rakyat ditindas

melalui politik kerja paksa di bidang pertanian, maka diskriminasi di dalam

hukum dan pergaulan umum, dan berbagai penindasan sangat terasa pada saat itu.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 24 September 1960 Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir.

Soekarno dan disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan

berlakunya Undang-Undang tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di

Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum

adat. Kemudian pada tahun 1988 lahirlah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun

1988 maka dibentuklah Badan Pertanahan Nasional yang bertanggung jawab

langsung kepada Presiden. Tujuan dari Badan Pertanahan Nasional sendiri adalah

meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendataan administrasi pertanahan

di seluruh Indonesia. Pada 2 Oktober 2013 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 63

Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional yang mengatur fungsi Badan

Pertanahan Nasional sebagai berikut:

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

b. Pelaksanaan koordinasi, kebijakan, dan kerja sama di bidang pertanahan;

c. Koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program di bidang pertanahan;

d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran, pemetaan di bidang

pertanahan;

f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;

g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; pelaksanaan penatagunaan

tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;
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h. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

i. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;

j. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan

berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;

k. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

l. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

m. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan

sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan

n. Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Visi : Terwujudnya pengelolaan pertanahan yang berkeadilan, kejahteraan,

berkesinambungan dan harmoni.

Misi :

a. Melaksanakan percepatan legalisasi asset masyarakat secara massal, murah,

dan cepat.

b. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

c. Meningkatkan partisipasi pertanahan dalam rangka pembangunan daerah.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap

fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan

organisasi. Jadi, untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi

bagi instansi mutlak diperlukan. Berikut struktur organisasi Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo :
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Gambar 3.1 : Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo
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3.3.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

2. Sub Bagian Tata Usaha

a. Urusan Perencanaan dan Keuangan.

b. Urusan Umum dan Kepegawaian.

3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan

a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan.

b. Subseksi Tematik dan Potensi Tanah.

4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

a. Subseksi Penetapan Hak Tanah.

b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah.

c. Subseksi Pendaftaran Hak.

d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;

b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.

6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

a. Subseksi Pengendalian Pertanahan;

b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.

7. Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara

a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

b. Subseksi Perkara Pertanahan.

3.3.2 Deskripsi Jabatan

Tugas dan wewenang kerja setiap pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo secara rinci telah digambarkan pada struktur organisasi instansi, sesuai

dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki, yaitu:
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1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo memimpin Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan

Pertanahan Nasional.

2. Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Sub Bagian Tata Usaha memberikan pelayanan administratif kepada

semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi

kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Dalam

menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pengelolaan data dan informasi;

b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja

pemerintah;

c. pelaksanaan urusan kepegawaian;

d. pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;

e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana;

f. penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program;

g. koordinasi pelayanan pertanahan.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1) Urusan Perencanaan Keuangan

Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan

penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas

kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.

2) Urusan Umum dan Kepegawaian

Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana

dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan

informasi.
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3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan memiliki tugas dan fungsi

sebagai berikut:

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan melakukan survei,

pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; perapatan kerangka

dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi

tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. Dalam

menyelenggarakan tugas, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan

perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah,

pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi;

b. perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan/wilayah;

c. pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan;

d. survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan

potensi tanah;

e. pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah;

f. pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan, terdiri dari:

1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan

perapatan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan

pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis

surveyor berlisensi pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta

pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan

daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.

2) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas

menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan

tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi

dan pembinaan pejabat penilai tanah.
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4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah memiliki tugas dan fungsi sebagai

berikut:

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah menyiapkan bahan dan

melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan

hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak;

pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Hak Tanah

dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah;

b. penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran

dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan

usulan penetapan hak pengelolaan tanah;

c. penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan

jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak;

d. pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara, daerah

bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah;

e. pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;

f. pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan;

g. pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;

h. pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari:

1) Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan

pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan

Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka

waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; penetapan

dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang

pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.

2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas

menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai
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penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak

pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah,

perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak

atas tanah; rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah.

3) Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan

pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan

konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak

pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah,

data komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku

tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkah serta daftar lainnya

di bidang pendaftaran tanah.

4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta

Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan,

pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan

bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.

5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan memiliki tugas dan fungsi

sebagai berikut:

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menyiapkan bahan dan

melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan

pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah

tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengaturan dan

Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan

wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan

pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka

perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan

pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah,
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penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan

daerah bekas konflik serta permukiman kembali;

b. penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan

tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya;

c. pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan;

d. pemantuan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan

pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi tanah,

pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform dan

pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform;

e. pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform;

f. pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena

ketentuan landreform;

g. penguasaan tanah-tanah obyek landreform;

h. pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah

dengan luasan tertentu;

i. penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan

pengeluaran tanah dari obyek landreform;

j. penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan

obyek konsolidasi tanah;

k. penyediaan tanah untuk pembangunan;

l. pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;

m. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data landreform.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari:

1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai

tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan,

pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan,

pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah,

perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi

kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah,

penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca
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penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah,

penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan

pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.

2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas

menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek

landreform; penguasaan tanah-tanah obyek landreform; pemberian ijin

peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu; usulan

penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari

obyek landreform; monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti

kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi

landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodalan, teknis dan

pemasaran; usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk

peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik

serta permukiman kembali; penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan

tanah untuk pembangunan; pengembangan teknik dan metode; promosi

dan sosialisasi; pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat; kerja

sama dan fasilitasi; pengelolaan basis data dan informasi; monitoring dan

evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan memiliki tugas dan fungsi sebagai

berikut:

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan menyiapkan bahan dan

melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara,

tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Dalam

menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah

terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban

pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan
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program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah

terlantar dan tanah kritis;

c. pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan,

peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan

dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan

tanah kritis;

d. penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan

rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan

dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara serta

penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;

e. inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan

kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif;

f. peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra

kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

g. pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk

pembangunan;

h. pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan tanah

kritis serta pemberdayaan masyarakat;

i. penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum

atas tanah terlantar.

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah, terdiri dari:

1) Subseksi Pengendalian Pertanahan

Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan

pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi,

penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan

bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka

penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah; pemantauan,

evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan

dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar

dan tanah kritis;
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2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka

penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi

masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan

pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah

kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan

pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara memiliki tugas dan fungsi sebagai

berikut:

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara menyiapkan bahan dan melakukan

kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam

menyelenggarakan tugas, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;

b. pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan;

c. penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara

hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan

alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk

mediasi, fasilitasi dan layinya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-

putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan

penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan

tanah;

d. pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;

e. pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara

pertanahan.

Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara, terdiri dari:

1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas

menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik

terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan
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dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum

dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui

mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik;

2) Subseksi Perkara Pertanahan

Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan

penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara,

usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara

orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan

lembaga peradilan.

3.4 Personalia Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Bidang ketenagakerjaan  pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan

mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan agar menjadi

Sumber Daya Manusia yang lebih baik dan profesional di bidang kerjanya.

Sumber Daya Manusia antara lain masalah jumlah karyawan dan klasifikasinya,

dan hari dan jam kerja. Jumlah tenaga kerja dalam Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo adalah sebanyak 58 orang, meliputi:

1. 38 orang berstatus sebagai berstatus Pegawai Negeri Sipil

2. 20 orang tenaga pramubakti

3.4.1 Hari dan Jam Kerja

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dalam menjalankan kegiatannya

menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

a. Hari Senin – Kamis

Jam Kerja I : 07.30 – 12.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jam Kerja II : 13.00 – 16.00 WIB

b. Hari Jumat

Jam Kerja : 07.30 – 11.00 WIB
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Tabel 3.2 Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

No.

(1)

Jabatan

(2)

Jumlah

(3)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara

Pramubakti

Satpam

1

5

10

15

3

2

2

20

1

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

3.5 Upaya Peningkatan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Kabupaten Situbondo di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo dengan moto “Pelayanan Kami adalah Pengabdian Kami“ telah

menerapkan beberapa percepatan pelayanan dengan berbagai kemudahan dengan

menerapkan model pelayanan cepat, akurat, dan mudah. Model pelayanan yang

diterapkan adalah:

1. One Day Services (ODS) atau pelayanan selesai dalam sehari

Model layanan ini telah dilaksanakan selama tahun 2013 dengan skema

pelayanan:

a. pelayanan hanya dilakukan pada hari Rabu dengan jenis pelayanan:

Pengecekan, Perubahan Hak (HGB menjadi HM khusus RS/RSS),

Peralihan Hak, dan Roya;

b. pemohon (pemegang hak atas tanah) diwajibkan untuk mendatangi Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo sendiri tanpa/tidak boleh

diwakilkan/dikuasakan;
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c. tanahnya tidak dalam masalah dan data tersedia di Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo (Buku Tanah);

d. Kepala Kantor berada di tempat/ di Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo.

2. Stempel Kepastian Penyelesaian

Model pelayanan ini memberikan kepastian terhadap penyelesaian berkas

permohonan pendaftaran tanah derivative (Peralihan Hak. Hak Tanggungan,

dan Penghapusan Hak Tanggungan/Roya) dengan mencantumkan waktu

penyelesaian, yaitu dengan cara pemberian stempel bertuliskan “ Permohonan

Selesai Tanggal: …………………… “

3. Sertipikat Massal Swadaya (SMS)

Model pelayanan ini berusaha menarik minat masyarakat untuk

“mensertipikat” tanahnya secara berkelompok dengan pengurangan biaya

(diskon) 20%, melalui metode penyuluhan intensif dengan “meng-kloning”

beberapa pegawai sebagai Tenaga Penyuluh pada tahun 2013;

4. Mediasi

Model pelayanan ini berusaha secara aktif memediasi pihak-pihak yang

bersengketa/berkonflik dengan menyiapkan sarana ruangan untuk kegiatan

mediasi dan secara aktif mempertemukan para pihak yang

bersengketa/berkonflik. Pada tahun 2013 telah dilakukan beberapa kali

mediasi terhadap beberapa permasalahan pertanahan rawan strategis.

5. Pembentukan POKMASDARTIBNAH

Model pelayanan ini berusaha “mencetak” kesadaran masyarakat secara

berkelompok untuk menanamkan pentingnya arti kepastian terhadap

kepemilikan tanah dalam wujud sertipikat POKMASDARTIBNAH.

6. Survey Tanah Terindikasi Terlantar

Kegiatan pelayanan ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan semua

Seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

7. PRONA

Model pelayanan ini adalah program pendaftaran tanah setiap tahun yang

dibiayai oleh negara guna membantu masyarakat yang kesulitan dalam hal
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biaya untuk membuatkan sertipikat baru tanah miliknya. Pada tahun 2013

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo telah menyelesaikan 100% yang

terdiri dari 3000 bidang tanah dari 24 desa yang ada Kabupaten Situbondo.
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BAB 4 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat mutlak yang harus

dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan dan telah menempuh

mata kuliah 100 SKS, guna untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai

acuan untuk menyusun laporan tugas akhir. Dengan praktek ini mahasiswa

diharapkan dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan teori yang diterima

dibangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada Kantor

Pertanahan tanggal 10 Februari 2014 dan berakhir pada 12 Maret 2014. Dalam

kegiatan Praktek Kerja Nyata ini banyak yang dapat dipelajari, salah satunya

mempelajari tentang pelaksanaan Mekanisme Penghitungan, Pemungutan,

Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian konsumsi

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan

beberapa tahap syarat yang harus dilakuka, yaitu diantaranya:

a. Fakultas memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang syarat-syarat

dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Praktek Keja Nyata

(PKN).

b. Mencari tempat atau lokasi badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMS,

maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha.

c. Setelah ditentukan tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan PB Sudirman No.

22 A, diperlukan pembuatan proposal untuk pengajuan magang pada instansi

yang dituju dan telah disetujui oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (FISIP) Universitas Jember dan instansi yang dituju dngan mulai

proses persetujuan proposal yang kemudian dibuatkan surat pengantar dari
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fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan kepada instansi untuk

dijadikantempat pelaksanaan magang atau PKN mahasiswa.

d. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo memberikan ijin dengan

memberikan surat balasan sebagai tanda kesediaan bahwa Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo menerima mahasiswa untuk magang Praktek Kerja

Nyata (PKN).

e. Kemudian dari pihak Fakultas memberikan surat tugas  yang berisi nama-

nama mahasiswa yang bersangkutan yang akan melaksanakan PKN, tanggal

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas.

Selama praktek Kerja Nyata, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

Penulis ditempatkan pada beberapa seksi-seksi yang terdapat pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan aktifitas yang dilakukan adalah untuk

memperoleh informasi tentang data-data yang berhubungan dengan perpajakan,

khususnya yang menyangkut Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran,

dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian konsumsi dan juga ikut

membantu beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai yang ada di

bagian penempatan penulis. Diharapkan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata,

penulis mampu menerapkan teori yang diterima dibangku kuliah dengan kegiatan

pekerjaan yang sebenarnya.

4.1.1 Tempat dan Waktu, dan Praktek Kerja Nyata

a. Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo.

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

yang berlangsung selama 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 10 Pebruari 2014

sampai dengan tanggal 12 Maret 2014. Adapun hari efektif Praktek Kerja

Nyata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah:
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Tabel 4.1 : Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Hari Kerja

(1)

Jam Kerja

(2)

Jam Istirahat

(3)

Senin – Kamis 07.30 - 16.00 12.00 – 13.00

Jumat 07.30 – 11.00 -

4.1.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun kegiatan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tanggal

(1)

Hasil Kegiatan

(2)

Penanggung Jawab

(3)

Minggu I

10 Pebruari s/d

14 Pebruari 2014

a. Peserta PKN diberi

penjelasan mengenai

peraturan serta kegiatan

yang biasa dilakukan di

Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo.

b. Peserta PKN ditempatkan

sementara pada salah satu

seksi bidang yang ada di

Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo,

yaitu pada bagian Loket

karena belum dibuatkan

jadwal.

c. Membantu menghitung

Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) atas

pendaftaran tanah,

Kepala Sub Bagian

Tata Usaha
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(1) (2) (3)

pengalihan tanah,

pendaftaran hak

tanggungan, dan roya di

bagian Loket.

Minggu II

17 Pebruari s/d

21 Pebruari 2014

a. Peserta PKN dipindahkan

sementara ke tempat

sesuai permintaannya

yaitu Seksi Hak Tanah

dan Pendaftaran Tanah

untuk mempelajari

mekanisme penghitungan

PNBP atas pendaftaran

Hak Tanggungan dan

Roya.

b. Membantu menata berkas

Pendaftaran Hak,

Pengalihan Hak,

Pendaftaran Hak

Tanggungan, dan Roya

yang ada di Seksi Hak

Tanah dan Pendaftaran

Tanah.

c. Mengetahui tata cara

pengoperasian

Komputerisasi Kantor

Pertanahan (KKP).

d. Mengetahui tata cara

memasukkan data pada

KKP.

Kepala Sub Seksi

Peralihan Hak dan

PPAT
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(1) (2) (3)

e. Mengetahui tata cara

pendaftaran Hak

Tanggungan dan Roya.

Minggu III

24 Pebruari s/d

28 Pebruari 2014

a. Penempatan di Seksi Hak

Tanah dan Pendaftaran

Tanah.

b. Membantu menata berkas

Pendaftaran Hak,

Pengalihan Hak,

Pendaftaran Hak

Tanggungan, dan Roya

yang ada di Seksi Hak

Tanah dan Pendaftaran

Tanah.

c. Mengetahui tata cara

memasukkan data pada

KKP.

d. Memasukkan data

PRONA pada KKP.

Peralihan Hak dan

PPAT

Minggu IV dan V

03 Maret s/d 12

Maret 2014

a. Penempatan di Seksi Hak

Tanah dan Pendaftaran

Tanah.

b. Mempelajari tata cara

penghitungan,

pemungutan, penyetoran,

dan pelaporan PPh Pasal

22 atas pembelian

konsumsi pada Bendahara

dari Kantor Pertanahan

Kepala Sub Seksi

Peralihan Hak dan

PPAT
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(1) (2) (3)

Kabupaten Situbondo.

c. Mengetahui tata cara

penghitungan,

pemungutan, penyetoran,

dan pelaporan PPh Pasal

22 atas pembelian

konsumsi pada Bendahara

dari Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo.

d. Membantu menata berkas

Pendaftaran Hak,

Pengalihan Hak,

Pendaftaran Hak

Tanggungan, dan Roya

yang ada di Seksi Hak

Tanah dan Pendaftaran

Tanah.

e. Memasukkan data

PRONA pada KKP.

f. Meminta nilai hasil PKN

kepada Kepala Sub Seksi

Peralihan Hak dan PPAT.

g. Mendapatkan Perpisahan

dengan pegawai yang ada

di Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo.

h. Berpamitan dan

mengucapkan terima

kasih.
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4.2 Ilustrasi Pembelian Konsumsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo mengadakan kerja sama atau

kontrak kerja dengan rekanan dalam hal pembelian konsumsi PRONA berupa

makanan dan minuman. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melakukan

pemesanan atau order kepada rekanan dalam hal ini Toko Victory. kemudian

rekanan menyampaikan harga makanan dan minuman lalu terjadi kerja sama

antara kedua belah pihak yang menimbulkan terjadinya penyerahan konsumsi

sekaligus terjadi transaksi dengan harga yang telah ditentukan Toko Victory.

Kemudian rekanan membuat nota atau kwitansi atas harga penjualan tersebut,

selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo menghitung dan memungut

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian konsumsi tersebut. Rekanan mendapat

Surat Setoran Pajak (SSP) setelah melakukan penyetoran pajak atas Pajak

Penghasilan yang dipungut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. SSP

dikirimkan ke KPP untuk dilampirkan ke SPT Masa.

4.3 Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo merupakan Badan Usaha Milik

Negara yang bergerak di bidang pertanahan yang juga melaksanakan administrasi

perpajakan. Salah satunya adalah pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang

dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. Pajak mempunyai peranan

yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan

sumber penerimaan terbesar bagi negara. Apabila pendapatan negara disektor

pajak meningkat maka tujuan pembangunan dapat dicapai. Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan

nomor NPWP 00.176.511.4.656.000 yang mana NPWP ini diberikan kepada

Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri/identitas diri Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bendahara Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan PPN

dan pemungutan PPh Pasal 22 atas semua transaksi yang berkaitan dengan

pengadaan barang yang dipungut dengan tarif 1,5% dari DPP pengadaan barang.
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Sesuai dengan pemungutan di Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

menggunakan self assessment system, oleh karena itu diberi wewenang

menentukan besarnya pajak terutang . Mulai dari menghitung, memungut,

menyetor, dan melporkan sendiri pajak terutangnya, sedangkan fiscus tidak boleh

ikut campur dan hanya mengawasi.

Adapun mekanisme penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan

pelaporan atas pembelian konsumsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

dapat dilihat pada gambar berikut.

1

3 2

4

5

6

8 7

9

9

10

11

12

Gambar 4.1 Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

PPh Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi

Kantor Pertanahan
Kabupaten
Situbondo

Harga dari Toko
Rekanan

(Toko
Victory)

KPPN

Menghitung PPh
Pasal 22

Memungut PPh
Pasal 22

Menyetorkan PPh
Pasal 22 ke BRI

Melaporkan PPh
Pasal 22

KPP Pratama
Situbondo

SPM

SPPD

Bank BRI
KC Situbondo

Transaksi
Pembelian

Konsumsi  dengan
Toko Victory

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, 2013
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Keterangan:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melakukan pemesanan konsumsi

kepada rekanan yaitu Toko Victory.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo bersama rekanan yaitu Toko Victory

menyepakati harga yang telah ditentukan;

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo menerbitkan Surat Perintah

Membayar (SPM) yang nantinya akan diajukan ke KPPN untuk pencairan

dana;

4. KPPN menerima SPM dari bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo, kemudian KPPN melakukan pengecekan kelengkapan berkas

sebagai syarat dikeluarkannya SPPD seperti NPWP Toko Victory;

5. Jika semua syarat sudah lengkap maka KPPN menerbitkan Surat Perintah

Perintah Pencairan Dana (SPPD);

6. Setelah menerima SPPD, Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

mencairkan dana di Bank BRI Kantor Cabang Bondowoso untuk digunakan

sebagai pembayaran;

7. Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo membayar ke Toko

Victory sebesar Rp 13.050.000,00 atas pembelian konsumsi;

8. Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo berkewajiban

menghitung PPh Pasal 22 yang terutang dalam biaya transaksi pembelian

konsumsi PRONA tersebut;

9. Setelah dihitung besarnya PPh Pasal 22 yang terutang, bendahara Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo kemudian melakukan pemungutan PPh

Pasal 22 dalam biaya transaksi pembelian konsumsi PRONA tersebut;

10. Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo juga berkewajiban

mengisi SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) atas nama rekanan dan

menyetorkan SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) yang telah dipungut ke

Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi yang digunakan

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Kantor Pos dan Giro

mengembalikan SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 3, 5) kepada bendahara atau

penyetor dan untuk lembar 2 dan 4 disimpan Bank Persepsi atau Kantor Pos;
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11. Setelah menyetor, bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo harus

mengisi dan melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 22 (lembar

3) atas biaya pembelian konsumsi PRONA tersebut ke KPP Pratama

Situbondo. Namun dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

belum melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 22 nya.

12. KPP Pratama Situbondo menerima laporan SPT Masa dan SSP PPh Pasal 22

(lembar 3) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

4.3.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tarif

PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi sebagai berikut:

a. Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian konsumsi 1,5 % dari DPP.

b. Harga pembelian tersebut tidak termasuk PPN dan bersifat final.

Dari kedua pengertian diatas dapat dijadikan rumus yaitu:

PPh Pasal 22 = 1,5% x DPP (dapat dilihat di Lampiran 9)

Transaksi yang terjadi antara rekanan dan bendahara pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo atas pembelian konsumsi berupa snack pada

penyuluhan PRONA 11 Juni 2013 dengan nomor kuintansi LKOIIVI/PRONA/13

adalah sebesar Rp. 13.050.000,00. Oleh karena itu, bendahara sebagai pemungut

pajak melakukan pemungutan dengan penghitungan sebagai berikut:

Harga Pembelian = Rp. 13.050.000,00

PPh Pasal 22 = 1,5% x DPP

= 1,5% x (Rp. 13.050.000,00 x 100/110)

= 1,5% x Rp. 11.863.636 = Rp. 177.955,00

Jadi Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 177.955,00. adapun jurnalnya sebagai berikut:

Ket D K

Biaya Pembelian barang Rp. 13.050.000,00 -

PPh Pasal 22 terutang - Rp. 177.955,00

Kas - Rp. 12.872.045,00
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4.3.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak

penghasilan, pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan bendahara

pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah,

instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas

pengadaan barang. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas

pembelian konsumsi PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

dilakukan oleh bendahara. Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melakukan

transaksi dengan rekanan atas pembelian konsumsi. Rekanan dari Kantor

Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah Toko Victory. Pajak Penghasilan Pasal

22 dipungut setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang (dalam hal

ini konsumsi) oleh rekanan dengan jumlah pembelian diatas 1.000.000,00 (bukan

jumlah yang dipecah-pecah). Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang adalah:

a. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang

meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp. 1.000.000,00;

b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum,

PDAM, benda-benda pos;

c. Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial oleh KPPN;

d. Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan

pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah

dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri.

Pada saat pembayaran, bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo akan melakukan pemungutan atas transaksi pembelian konsumsi

tersebut. Pemungutan dilakukan oleh bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo terhadap rekanan (Toko Victory) sesuai dengan tugasnya sebagai

pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian konsumsi.
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4.3.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Penyetoran oleh bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo atas

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan

pelaksanaan pembayaran atas pembelian konsumsi. Penyetoran dilakukan ke BRI

dengan menggunakan SSP rangkap 5 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat

Setoran Pajak tersebut yaitu:

a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan (Toko Victory);

b. Lembar 2 : untuk KPPN;

c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama Situbondo;

d. Lembar 4 : untuk BRI;

e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain (Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo).

Contoh pengisian SSP untuk pemungutan atas pembelian konsumsi sebagai

berikut:

1) NPWP : 07 904 669 4 656 000

2) Nama Wajib Pajak : VICTORY (Neneng Kustia)

3) Alamat Wajib Pajak : Jl. Ahmad Yani No. 169 A Situbondo

4) Kode Akun Pajak : 411122

5) Kode Jenis Setoran : 100

Surat Setoran Pajak lembar 5 sebagai arsip untuk Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo.

Tanggal jatuh tempo penyetoran atas pemungutan PPh pasal 22 yang

terutang harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran

atas pembelian konsumsi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010

tentang tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran. Apabila penyetoran

dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, maka dikenai

sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dihitung satu bulan penuh sesuai

Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 9 ayat (2a). (dapat dilihat di Lampiran

8)
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Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melalui bendaharanya telah

melakukan penyetoran ke BRI tanggal 17 Juni 2013. Dari penyetoran ini, SSP

lembar 1, 3, 5 dikembalikan pada wajib pajak bendahara atau penyetor. SSP

lembar 2 dan 4 disimpan BRI. Bukti pemungutan PPh Pasal 22 bagi Wajib Pajak

Rekanan (Toko Victory) adalah SSP lembar 1. Wajib pajak pemungut yaitu

bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan SSP lembar 5 sebagai

bukti pemungutan PPh Pasal 22.

4.3.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran yang telah dilakukan maka

kewajiban dari wajib pajak bendahara sebagai pemungut adalah melakukan

pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan. Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 22 menggunakan SSP lembar 3 yang telah diisi atas nama rekanan. Surat

Setoran Pajak berisi 5 rangkap yaitu:

a. Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak Rekanan (Toko Victory);

b. Lembar 2 : untuk KPPN;

c. Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP Pratama Situbondo;

d. Lembar 4 : untuk BRI;

e. Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain (Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo).

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo dengan menggunakan SPT masa dan SSP lembar 3. SPT masa tersebut

diisi sesuai dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dilakukan

(dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo belum mengisi SPT masa

serta belum melaporkan SSP lembar 3 ke KPP Pratama Situbondo). Jika berkas

tersebut dinyatakan lengkap maka KPP Pratama Situbondo akan membuatkan

Bukti Penerimaan Surat (BPS). Batas waktu pelaporan SPT masa paling lambat

14 hari bulan berikutnya seteah masa pajak berakhir. Bila jatuh tempo bertepatan

pada hari libur maka pelaporan dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Setiap wajib pajak yang tidak atau terlambat dalam penyampaian SPT masa ke
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KPP Pratama Situbondo maka akan dikenakan denda administrasi sebesar

100.000,00. (dapat dilihat di Lampiran 12)

4.4 Penilaian atas Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi Pada

Kantor Pertanahan Situbondo

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo, maka penulis mempunyai penilaian terhdap Mekanisme

Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal

22 atas Pembelian Konsumsi. Dalam pelaksanaan Mekanisme Penghitungan,

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pembelian Konsumsi Kantor

Pertanahan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, walaupun pada

sebagian mekanismenya penulis harus menanyakan pada bendahara pengeluaran

kantor yang lama.

Untuk mekanisme pelaporannya sendiri, Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo mengalami keterlambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan

(SPT) Masa bulan Juni atas pembelian konsumsi. Keterlambatan dalam pelaporan

pajak tersebut dikarenakan bendahara pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo tidak sempat untuk melaporkan karena kesibukan pekerjaannya,

sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam terlambatnya pelaporan

pasal 22 atas pembelian konsumsi tersebut.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, mengenai Mekanisme Penghitungan,

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan atas Pembelian Konsumsi yang

digunakan berkaitan dengan program kerja Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran,

dan Pelaporan atas Pembelian Konsumsi Kantor Pertanahan sudah sesuai

dengan undang-undang yang berlaku, hanya pada saat Pelaporan Kantor

Pertanahan melakukan keterlambatan pelaporan.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil PKN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo,

adapun saran yang dapat diberikan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

adalah sebagai berikut:

1. Bendahara pengeluaran harusnya lebih sadar akan sanksi yang dikenakan

atas keterlambatan pelaporan tersebut,

2. Lebih meningkatkan kinerja kerja dan pengetahuan dalam bidang

perpajakan dan menggunakan KPP Pratama Situbondo sebagai sarana

untuk berkonsultasi dibidang perpajakan.



xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... ii

HALAMAN MOTO ....................................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN........................................................................ iv

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... v

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ vi

RINGKASAN ................................................................................................. viii

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix

DAFTAR ISI................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xv

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvii

BAB 1. PENDAHULUAN......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah.................................................................. 3

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata ......................... 3

1.3.1  Tujuan Praktek Kerja Nyata........................................... 3

1.3.2  Manfaat Praktek Kerja Nyata......................................... 4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 5



xii

2.1 Pengertian Pajak .................................................................... 5

2.1.1 Pajak................................................................................ 5

2.1.2 Wajib Pajak ..................................................................... 6

2.1.3 Fungsi Pajak .................................................................... 6

2.1.4 Pengelompokan Pajak ..................................................... 6

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak ............................................... 8

2.1.6 Tarif Pajak....................................................................... 8

2.2 Pajak Penghasilan .................................................................. 10

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan ........................................ 10

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan................................... 10

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan.............................................. 10

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan .............................................. 13

2.3 Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 ............................... 14

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 ......................... 14

2.3.2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22................................... 14

2.3.3 Penghitungan PPh Pasal 22 ........................................... 15

2.3.4 Pemungutan PPh Pasal 22 ............................................ 15

2.3.5 Penyetoran PPh Pasal 22 .............................................. 16

2.3.6 Pelaporan PPh Pasal 22 ................................................ 16

2.4 Akuntansi Pajak ..................................................................... 17



xiii

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak........................................... 17

2.4.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak ................................ 17

2.4.3 Tujuan Akuntansi Pajak................................................. 17

2.4.4 Karateristik Akuntansi Pajak ......................................... 18

2.4.5 Pencatatan Akuntansi .................................................... 18

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....................................

3.1 Sejarah Berdirinya Badan Pertanahan Nasional .............. 20

3.2  Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo . 21

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo............................................................................... 21

3.3.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo ..................................................................... 23

3.2.2 Deskripsi Jabatan........................................................... 23

3.4 Personalia Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo....... 32

3.5 Upaya Peningkatan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten

Situbondo .............................................................................. 33

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA......................................... 36

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ...................... 37

4.1.1 Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

(PKN) ........................................................................... 38

4.1.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ................. 39

4.2 Ilustrasi Pembelian Konsumsi pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Situbondo .......................................................... 43



xiv

4.3 Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan

Pelaporan .............................................................................. 44

4.3.1  Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.................... 46

4.3.2  Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22...................... 47

4.3.3  Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22........................ 48

4.3.4  Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.......................... 49

4.4 Penilaian Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Pajak

Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi ............................. 50

BAB 5. PENUTUP ...................................................................................... 51

5.1 Kesimpulan ....................................................................... 50

5.2 Saran ................................................................................. 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



xv

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Pajak yang dibayar Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo pada Tahun

2013 .............................................................................................. 2

2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri..................................... 9

2.2 Perbedaan WP dalam Negeri dan WP luar Negeri ................................. 12

4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata ............................................... 37

4.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ................................... 37



xvi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

3.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo .............. 21

4.1 Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh

Pasal 22 atas Pembelian Konsumsi ....................................................... 43



xvii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Balasan  Atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata

2. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

3. Surat Tugas Untuk Dosen Supervisi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4. Daftar Nilai

5. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata

6. Surat Tugas Dosen Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang

PajakPenghasilan

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran

atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di

Bidang Lain

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penentuan Tempat



xviii

Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

13. Surat Perintah Membayar

14. Surat Perintah Pembayaran

15. Tanda Terima Surat Perintah Membayar

16. Surat Perintah Pencairan Dana

17. Surat Setoran Pajak (SSP)  Termin ke 1

18. Surat Setoran Pajak (SSP)  Termin ke 3

19. Kwitansi Pembayaran

20. Buku Pembantu Pajak Kantor Pertanahan Situbondo pada Bulan Juni 2013



DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.

Meliala, Tulis S. 2007. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Semesta

Media.

Supriyanto, E. 2011. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang

Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran

atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di

Bidang Lain

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penentuan Tempat

Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak



Lampiran 1



Lampiran 2



Lampiran 3



Lampiran 4



Lampiran 5



Lampiran 6



Lampiran 7



Lampiran 8



Lampiran 9



Lampiran 10



Lampiran 11



Lampiran 12



Lampiran 13



Lampiran 14



Lampiran 15



Lampiran 16



Lampiran 17



Lampiran 18



Lampiran 19



Lampiran 20



Lampiran 21


	1 Sampul.pdf
	2 judul dan persembahan.pdf
	4 MOTO.pdf
	5 PERNYATAAN.pdf
	7 PENGESAHAN sampai daftar isi.pdf
	8 Bab 1 Pendahuluan.pdf
	9 BAB 2 Tinjauan Pustaka.pdf
	BAB 3 v.pdf
	BAB 4 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.pdf
	BAB 5 SIAP PRINT.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	Lampiran TA Adek.pdf

